








 
PENJELASAN URGENSI DAN POKOK PENGATURAN  

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
 

 
 
1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Keamanan Penerbangan Nasional disusun untuk 

menyesuaikan dengan Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation 

Organization Amandemen 17 dan 18, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal  330, 

Pasal 333, Pasal 339, Pasal 343 dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan.  

 

2. Sebelumnya ketentuan mengenai keamanan penerbangan nasional telah ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan 

Penerbangan Nasional, namun mengingat sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

hukum Internasional maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 

tentang Keamanan Penerbangan Nasional perlu untuk diganti. 

 

3. Pada tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2024 akan dilaksanakan audit ICAO 

Universal Security Audit Programe, dan regulasi keamanan penerbangan akan menjadi 

salah satu hal yang diaudit. 

 

4. Pengaturan substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Keamanan 

Penerbangan Nasional, antara lain sebagai berikut: 

 

a. penetapan sistem keamanan oleh Direktur Jenderal; 

b. ruang lingkup program keamanan penerbangan nasional; 

c. program Keamanan Penerbangan Nasional bersifat terbatas dan hanya 

didistribusikan kepada entitas penerbangan terkait; 

d. ketentuan keamanan penerbangan, terkait: 

1) upaya keamanan untuk mencegah terangkutnya senjata, bahan peledak, 

perangkat atau barang dan zat berbahaya lainnya secara tidak sah yang dapat 

digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum dalam penerbangan; 

2) penilaian ancaman dan penilaian risiko terhadap penerbangan nasional; 

3) koordinasi dan komunikasi; 

4) upaya pengamanan pengoperasian bandar udara; 

5) upaya pengamanan pelayanan navigasi penerbangan; 

6) upaya pengamanan pengoperasian pesawat udara; 

7) upaya pengamanan penumpang dan bagasi kabin; 

8) upaya pengamanan bagasi tercatat; 

9) upaya pengamanan kargo dan pos; 

10) upaya pengamanan barang katering, barang persediaan, barang perbekalan, dan 

barang dagangan; 

11) upaya pengamanan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan 

12) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan. 

e. pengawasan keamanan penerbangan; 

f. sanksi administratif; 

g. ketentuan peralihan; dan 

h. ketentuan penutup. 

 

 

 

 

 



5. Adapun substansi yang merupakan perubahan dalam peraturan menteri dimaksud antara 

lain sebagai berikut: 

a. penambahan entitas dalam keamanan penerangan yaitu bandar udara khusus, 

heliport, dan pesawat udara tanpa awak; 

b. perubahan range sistem keamanan bandar udara; 

c. penambahan substansi pengawasan keamanan penerbangan dan penyelenggaraan 

diklat Keamanan Penerbangan. Adapun substansi Program Pengawasan Keamanan 

Penerbangan dan Program Diklat Keamanan Penerbangan mengingat merupakan 

dokumen bersifat sensitif dan terbatas, maka akan diatur dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ICAO Annex 17. 

d. pencabutan beberapa peraturan menteri perhubungan. 












